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SAKIP
INSPEKTORAT KABUPATEN BLITAR

TAHUN 2017
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PERATURAN BUPATI  NOMOR  46 TAHUN 2016
Kedudukan ,Susunan Organisasi ,Uraian Tugas dan Fungsi                                           

Inspektorat Daerah Kabupaten Blitar.

PENGAWAS PENYELENGGARAAN 
PEMERINTAHAN  DAERAH

2. KEUANGAN

1. KINERJA

3. Melaksanakan Reviu Dok. 
Perencanaan Pembangunan dan 

Anggaran tahunan daerah
4. Evaluasi LAKIP OPD
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Visi Misi  Bupati Blitar

Menuju Kabupaten Blitar lebih Sejahtera Maju dan Berdaya Saing

Misi ke 4
 Meningkatkan Tata kelola   Pemerintahan yang baik.

Tujuan :
 Mewujudkan Pemerintahan Daerah 

yang efektif,efisien dan akuntabel
Indikator Tujuan:

 Indeks Reformasi Birokrasi

Sasaran  :
 Meningkatnya efektifitas dan efisiensi  serta                                     

akuntabilitas kinerja pemerintah daerah             

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah    
(RPJMD)  2016-2021

Framework 
Pencapaian
Sasaran
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INSPEKTORAT  KABUPATEN BLITAR
( Selaku OPD Penunjang )

MISI IV                                                                                       
Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang baik

Tujuan :
Meningkatnya efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas              

kinerja pemerintah daerah

Indikator Tujuan 
Persentase atas  laporan yang mendukung efektifitas,efisiensi  

serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Sasaran Strategis:
Meningkatnya akuntabilitas 

Keuangan  dan  Akuntabilitas Kinerja 
Pemerintah Daerah

Program  :
Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian 

kebijakan KDH

 Nilai SAKIP

 Opini BPK

 Peringkat LPPD

Indikator sasaran

Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan
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VISI Bupati Blitar
Menuju Kabupaten Blitar lebih Sejahtera 

Maju dan Berdaya saing

MISI 4
 Meningkatkan Tata Kelola 

Pemerintahan yang Baik.
TUJUAN :
 Mewujudkan Pemerintahan daerah 

yang efektif,efisien dan akuntabel.
Indikator Tujuan :
 Indeks Reformasi Birokrasi
Sasaran :
Meningkatnya efektifitas dan efisiensi
serta akuntabilitas kinerja Pemerintah
Daerah

INSPEKTORAT
Misi 4

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
yang baik

Tujuan :
 Meningkatkan efektifitas dan efisiensi 

serta akuntabilitas kinerja pemerintah 
daerah.

Indikator Tujuan :
 Persentase atas laporan yang 

mendukung efektivitas, efisiensi serta 
akuntabilitas kinerja pemerintah 
daerah

Sasaran :
 Menigkatnya  Akuntabilitas  

Keuangan dan Akuntabilitas  Kinerja 
Pemerintah Daerah

Indikator Kinerja Sasaran 
 Nilai SAKIP 
 OPINI  BPK
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RPJMD  2016 -2021 Renstra  2016 -2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )
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SASARAN INDIKATOR TARGET KINERJA TAHUN KE-

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Meningkatnya 
akuntabilitas 
kinerja dan 
keuangan 
pemerintah 
daerah

 Nilai
SAKIP

C CC B BB A A

 OPINI  
BPK

WDP WDP WDP WTP WTP WTP

 Peringkat 
penilaian 
LPPD

36
besar

30
besar

30
besar

20
besar

20
besar

10
besar
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CASE

Kepala 
Daerah

Inspektur

Inspektur 
pembantu 
Wilayah                        

( eselon III )

Pejabat 
Pengawas 

P2UPD & Auditor

I

I

I

I
Indikator Kinerja :
 NILAI  SAKIP
 OPINI  BPK
 Peringkat Penilaian LPPD

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan 

pengendalian kebijakan KDH.
Indikator Kinerja :

 Persentase OPD yang bebas temuan material
 Persentase Rekomendasi Temuan Pemeriksaan yang 

selesai di tindak lanjuti
 Persentase Rek.Kasus Pengaduan masyarakat yang 

diselesaikan

Kegiatan Pengawasan Internal secara berkala 

Idikator kinerja :
 Jumlah OPD dan Desa yang dilakukan Pengawasan dan

Pembinaan
 Jumlah LHP yang diselesaikan tepat waktu.

Meningkatkan Tata Kelola                  
Pemerintahan yang baik..

Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan
keuangan pemerintah daerah

Cascading  Inspektorat Th 2017

Sasaran

Sasaran
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Inspektorat

PERJANJIAN KINERJA  ( PK )

2016 s.d eselon IV

2017 s.d  Staf.
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No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

Meningkatnya 
akuntabilitas kinerja dan 
keuangan Pemerintah 
Daerah

 Persentase NILAI 
SAKIP

 Opini BPK
 Peringkat 

penilaian LPPD 
se Jawa Timur.

CC

WDP
30 bsr

Lampiran Perjanjian Kinerja
Inspektorat Kabupaten 2017

No Program Anggaran Keuanga
n

1 Program 
peningkatan 
Sistem 
Pengawasan 
Internal dan 
pengendalian 
pelaksanaan 
Kebijakan KDH

R. 4.393.098.800 APBD

10

PK  Eselon III PK  Eselon IV



8/24/2017

6

• S

11

Tugas 
Tambahan

PELAKSANAAN REVIU ANGGARAN DAN                                            
PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Peraturan Bupati Blitar Nomor 21 Tahun 2017 Tentang
Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja

Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar

12
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HASIL  EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH                                             
YANG DILAKUKAN INSPEKTORAT DAERAH TERHADAP 15 OPD SAMPLING

No OPD
Th. 

Evaluasi
Nilai Grade

Nilai Setelah
TL

Grade Setelah
TL

1 INSPEKTORAT 2016 52,06 73,21 CC BB
2 DINKES 2016 61,38 B
3 BKPSDM 2016 60,29 B
4 SATPOL PP 2016 60,38 B
5 DINAS PERTANIAN 2016 50,91 CC
6 Dinas PU Perumahan

&Kawasan
Pemukiman

2016 39,07 C

7 Dinas PU PR 2016 46,94 C
8 DINDAMADE 2016 45,00 C
9 DINAS SOSIAL 2016 40,12 C
10 DINAS PENDIDIKAN 2016 32,00 C

LanjutanLanjutan

No OPD
Th

Evaluasi
Nilai Grade

Nilai Sesudah
TL

Grade Sesudah
TL

11 BPKAD 2016 42,79 61,04 C B

12 DINAS 
PENDAPATAN

2016 49,24 C

13 BAPPEDA 2016 - - BB -

14 DINAS 
KOPERASI&UMKM

2016 - - D -

15 DINAS 
PENANAMAN 
MODAL DAN 
PELAYANAN  
TERPADU SATU 
PINTU

2016 - - B -

Inspektorat 52,06 60,41 CC B
14
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LAPORANl

LAPORAN HASIL REVIU

16
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No Uraian Satuan Tahun
2015 2016

1 Penurunan tingkat pelanggaran 
pengelolaan keuangan daerah 
pada OPD dan Desa.
- Potensi Kerugian 

negara/daerah
- Temuan Administrasi
- Temuan 3 E.

 Jumlah Temuan

62 kasus

536 Kasus
93 Kasus

51   Kasus

278 Kasus
66 Kasus

Jumlah ............................... 691 Kasus 395 Kasus

Terjadi penurunan tingkat pelanggaran :
 Potensi Kerugian Negara/Daerah sebesar  82,25 %
 Temuan administrasi sebesar 51,86%
 Temuan 3 E sebesar 70,96%

Pencapaian Kinerja  terhadap pelaksanaan Pencapaian Kinerja  terhadap pelaksanaan 
program kerja PKPT   2016program kerja PKPT   2016

18

Program Indikator
Pencapaian Kinerja Pencapaian Anggaran

Target Realisasi Capaian Pagu Realisasi Capaian

Peningkatan 
Sistem 
pengawasan 
Internal dan 
pengendalian 
kebijakan KDH.

Persentase
OPD yang 
bebas
temuan
material

60% 70,13% 116,88 2.154. 1.893. 87,88 
%

Persentase 
Kasus  
pengaduan 
Masyarakat 
yang 
tertangani.

100% 100 % 100% 641   jt 488  jt 75,92%

PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2016

Upaya untuk menaikan terget dari 60 % ditahun 2016 menjadi 80 % ditahun 2017 
dengan cara :
1. Melakukan pembinaan dan pengawasan secara intensif terus menerus.
2. Melakukan Monev Pengawasan.
3. Melakukan Konseling terhadap obrik
4. Memberikan Early Warning system
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Pencapaian Sasaran IKU 2017  

No Sasaran Indikator Sasaran Target Realisasi %

1. Meningkatnya 
akuntabilitas kinerja 
keuangan Pemerintah 
daerah

Nilai  SAKIP CC Belum ada nilai

Opini BPK WDP WTP

Peringkat Penilaian LPPD 
se Jatim

30 besar Belum ada
peringkat

Upaya Pencapaian :
1. Melakuan Evaluasi terhadap SAKIP seluruh OPD dengan target nilai minimal  “ B “
2. Memferivikasi Aset seluruh OPD dan melakukan fokus Pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan,SPJ dan 

Pembangunan Fisisk seta melakukan PDTT ( Pengawasan dengan Tujuan Tertentu ).
3. Melakukan Koordinasi dengan Bagian pemerintahan untuk Laporan LPPD agar mencapai peringkat  yang 

diharapkan.
19

RENCANA KINERJA
2017

Indikator Sasaran ;
 Nilai SAKIP
 Opini BPK
 Peringkat penilaian LPPD

2018

Indikator sasaran :
 Nilai SAKIP
 Opini BPK
 Peringkat LPPD.

20

Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan
Akuntailitas keuangan pemerintah daerah

Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan
Akuntailitas keuangan pemerintah daerah

2017 2018
1 Sasaran 1 Sasaran
1 Program 1 Program

21 Kegiatan 19   Kegiatan
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RENCANA AKSI KINERJA 2018

No Aksi Kegiatan
Jadwal Pelaksanaan

Out 
Put/Keluaran

Program Kegiatan PendanaanI II III IV

1 Melakukan
pengawasan
pada OPD dan 
Desa dengan
fokus terhadap
Aset dan
pembangunan
fisik dan 
melakukan PDTT

√ √ √ √ 1. Penurunan
tingkat
pelanggaran
pengelolaan
keuangan ,aset
dan pembangu-
nan fisik oleh
OPD di 
Kabupaten
Blitar..

Peningkatan 
sistem  
pengawasan 
Internal dan 
Pengendalian 
Kebijakan 
KDH.

Pengawasan 
Internal 
secara 
berkala.

2 Melaksanakan 
evaluasi 
SAKIP
seluruh OPD

√ √ √ Jumlah OPD 
yang dievaluasi
Laporan
Kinerjanya. 
Dengan nilai
LAKIP  “B”

Peningkatan 
sistem  
pengawasan 
Internal dan 
Pengendalia
n Kebijakan 
KDH.

Evaluasi 
LAKIP 
OPD.

3 Peningkatan
SDM 
(Kapabilitas
APIP)

√ √ √ √ Pengawas/         
Auditor yang 
bersertifikat

Peningkatan 
sistem  
pengawasan 
Internal dan 
Pengendalian 
Kebijakan 
KDH.

Pendidikan
dan
pelatihan

21

22

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FORMULIR RKA

SKPD.2.2.1

Urusan : 4.02 Urusan pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan

Organisasi : 4.02.4.02.01  Inspektorat

Program : 4.02.4.02.01.20.  Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian kebijakan 

KDH.

Kegiatan : 4.02.4.02.01.20 Pengawasan Urusan pemerintahan Desa

Lokasi :Kabupaten Blitar

Sumber Dana : PAD

Jumlah Thn 2017 : 

Terselesainya Laporan Hasil Pemeriksaan Desa

Capaian Program Persentase Desa yang diadakan Pengawasan Target Kinerja

Masukan Jumlah Dana Rp. 1,336.000.000,-

Keluaran Jumlah Desa yang diadakan pembinaan dan pengawasan 

Hasil Persentase  LHP yang diterbitkan 100%

Indikator 
Kegiatan

Indikator Program

Indikator 
Hasil
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KOMITMEN BERSAMA 
DARI SELURUH PIMPINAN OPD 

24


